
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            
TAHUN 2015 NOMOR 10  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

NOMOR 7 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG 

PENDIDIKAN MUATAN LOKAL KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil 

klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah tanggal 26 
Pebruari 2014 Nomor 180/002843 perihal 
Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 
12 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, 
Nomor 15 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 
2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20 
Tahun 2013, sehingga Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal 
Kabupaten Banjarnegara perlu untuk diubah; 
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  b. bahwa dalam penyelenggaraan penetapan 
kurikulum muatan lokal sejalan dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
kewenangan daerah kabupaten dalam 
penetapan kurikulum muatan lokal hanya 
pada tataran pendidikan dasar serta dengan 
memperhatikan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 
Tahun 2014 tentang  Muatan Lokal 
Kurikulum 2013,  Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal 
Kabupaten Banjarnegara perlu disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal 
Kabupaten Banjarnegara; 
 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia  Tahun  1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4301); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4234); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  7.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negera RI Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5394); 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5679); 
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  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4496) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun  2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
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  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Tahun 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  
2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun  
2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

  17.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan; 
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  18.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 

  19.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 
Nomor 4); 

  20.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, 
Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 
Nomor 9); 

  21.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara    Tahun 2011 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 143); 

  22.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 
tentang Pendidikan Muatan Lokal 
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran 
Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 
2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
172); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA 

dan 
BUPATI BANJARNEGARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENTANG PENDIDIKAN MUATAN LOKAL 
KABUPATEN BANJARNEGARA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan 
Lokal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 172) diubah sebagai 
berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Bagian Kedua 

Asas 
 

Pasal 2 
 

Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal berasaskan : 
a. asas manfaat; 
b. asas keutuhan; 
c. asas kontekstual; 



 8

d. asas terpadu;  
e. asas apresiatif;  
f. asas fleksibel; dan 
g. asas pendidikan sepanjang hayat. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

Pendidikan muatan lokal diajarkan dengan tujuan membekali 
peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan untuk : 
a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya 

dan spiritual di Daerah; dan 
b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan 

kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan di 
Daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

 
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
 

Ruang lingkup pendidikan muatan lokal meliputi : 
a. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah untuk : 

a. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan 
daerah; 

b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di 
bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian 
di Daerah; 

c. meningkatkan penguasaan keterampilan komunikasi 
dan promosi untuk keperluan peserta didik dan untuk 
mendukung pengembangan potensi daerah, seperti 
potensi dawet ayu dan potensi periwisata; dan 
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b. Lingkup isi/jenis muatan lokal, meliputi : 
1. pariwisata Banjarnegara dengan Dawet Ayu sebagai 

ciri khas daerah; 
2. pengetahuan dan keterampilan tentang kesenian 

daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat 
istiadat dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas 
lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap 
perlu untuk pengembangan potensi Daerah. 

  
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
 

(1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Muatan 
Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah 
Daerah dan Kantor Kementerian Agama. 

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan analisis 
konteks lingkungan alam, sosial dan/atau budaya 
kepada Pemerintah Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam hal ini Bupati bersama dengan Perangkat Daerah 
yang membidangi Pendidikan membentuk Tim 
Pengembang Kurikulum Daerah, merumuskan 
kompetensi dasar dan silabus, menyusun buku teks 
pelajaran, menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari 
muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang 
berdiri sendiri dan melakukan koordinasi dalam 
penyusunan kurikulum dan supervisi pengelolaan 
muatan lokal pada pendidikan dasar.  

(4) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan 
muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan 
penyelenggaraan Pendidikan Muatan lokal yang 
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan Bupati.  

 
5. Pasal 10 dihapus. 
 
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 12 
 

(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf a, memuat kerangka dasar dan struktur 
kurikulum pendidikan berbasis keunggulan potensi lokal 
yang mengintegrasikan muatan nilai-nilai luhur, budaya, 
karakteristik keunggulan lokal dengan ilmu 
pengetahuan, pendidikan, teknologi, humaniora, 
kesenian, olah raga dan kegiatan sosial. 

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi : 
a. ciri khas Daerah; 
b. sejarah dan seni budaya daerah; 
c. keunggulan daerah di bidang kuliner, pertanian, 

peternakan, perikanan, industri rumah tangga, 
kerajinan dan keunggulan lokal lainnya yang 
menjadi ciri khas daerah; dan 

d. kesehatan, olah raga, kegiatan sosial dan kelestarian 
lingkungan hidup. 
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7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 14 
 

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11   huruf c mencakup sikap, pengetahuan, 
keterampilan dan karya nyata. 
 

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 15 

 
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan 

sebagai pengampu muatan lokal adalah memiliki : 
a. kemampuan atau keahlian dan/atau lulusan pada 

bidang yang relevan; 
b. pengalaman melakukan bidang yang diampu;  
c. minat tinggi terhadap bidang yang diampu; dan 
d. pendidik dan tenaga kependidikan mutan lokal dapat 

berasal dari luar satuan pendidikan seperti satuan 
pendidikan terdekat, tokoh masyarakat dan pelaku 
sosial budaya. 

(2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib : 
a. mempelajari dan mengembangkan materi muatan 

lokal daerah sehingga dapat memfasilitasi peserta 
didik untuk menguasai seluruh kompetensi yang 
diharapkan; 

b. memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti 
buku dan narasumber; 
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c. dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai 
dengan memanfaatkan potensi di lingkungan satuan 
pendidikan misalnya dengan memanfaatkan 
tanah/kebun satuan pendidikan, meminta bantuan 
dari instansi terkait/dunia usaha/industri (lapangan 
kerja)/tokoh-tokoh masyarakat; dan 

d. dapat memilih dan menggunakan strategi yang 
melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar 
mengajar, baik secara mental, fisik maupun sosial. 

 
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 17 
 

(1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf f digunakan untuk kerangka dasar 
tata kelola pendidikan di jalur formal, non formal dan 
informal berbasis budaya. 

(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan jalur formal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenjang 
Pendidikan Dasar dengan menerapkan manajemen 
berbasis Sekolah. 

(3) Pengelolaan Satuan Pendidikan jalur non formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
menerapkan manajemen berbasis masyarakat. 

(4) Pengelolaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh keluarga 
dan/atau lingkungan masyarakat. 
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10. Ketentuan judul BAB V dan Pasal 20 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 
BAB V 

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN  
 

Pasal 20 
 

Setiap satuan pendidikan wajib : 
a. mengembangkan pemahaman mengenai nilai-nilai luhur, 

budaya, dan karakteristik keunggulan lokal Daerah; 
b. menerapkan nilai-nilai luhur, budaya, dan karakteristik 

keunggulan lokal Daerah; dan 
c. menerapkan standar mutu Pendidikan Muatan Lokal, 

mencakup standar isi, standar proses, standar 
kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai 
dengan       Pasal 19. 

 
11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 21 
 

Setiap satuan pendidikan yang terbukti tidak melaksanakan 
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
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12. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan penjelasan Pasal, sehingga 
penjelasan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 2 
 Huruf a 

 Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah 
pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya 
melestarikan dan mengembangkan budaya lokal 
dalam menghadapi tantangan global.  

Huruf b 
 Yang dimaksud dengan ”asas keutuhan” adalah 
pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan 
berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, 
kinerja, dan kecakapan hidup.  

Huruf c 
 Yang dimaksud dengan ”asas kontekstual” adalah 
pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan 
berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.  

Huruf d 
 Yang dimaksud dengan ”asas terpadu” adalah 
pendidikan muatan lokal dipadukan dengan 
lingkungan satuan pendidikan,  termasuk terpadu 
dengan dunia usaha dan industri. 

Huruf e 
 Yang dimaksud dengan ”asas apresiatif” adalah 
hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan 
(dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, 
pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan 
dan daerah. 
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Huruf f 
 Yang dimaksud dengan ”asas fleksibel” adalah jenis 
muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan 
dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai 
dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. 

Huruf g 
 Yang dimaksud dengan ”asas pendidikan sepanjang 
hayat” adalah Pendidikan Muatan Lokal tidak hanya 
berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga 
mengupayakan peserta didik untuk belajar secara 
terus-menerus. 
 

13. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan penjelasan Pasal, sehingga 
penjelasan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “melestarikan” adalah menjaga 
hal-hal yang telah dimiliki seperti :  peninggalan sejarah, 
seni budaya, tradisi yang baik, keindahan alam supaya 
tetap lestari dan tidak ditinggalkan atau hilang. 
Cara melestarikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
misalnya: mengajarkan di sekolah, pelatihan-pelatihan, 
lomba, perayaan, festival dan sebagainya. 
Yang dimaksud dengan “mengembangkan” adalah 
memperkuat, memperluas dan membuat kreasi baru dari 
hal-hal yang sudah dimiliki sehingga lebih sesuai dengan 
perkembangan zaman. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
 
 
 



 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 29 Mei 2015 

BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 

SUTEDJO SLAMET UTOMO 
 

 
 
 

 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 10 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10/2015 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI 
Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 
 
 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 29 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 7 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG 

PENDIDIKAN MUATAN LOKAL KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

I. UMUM 
Bahwa dalam rangka menyiapkan generasi muda yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta 
tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi 
teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif, profesional 
sesuai nilai khas daerah, melestarikan dan mengembangkan 
budaya daerah, meningkatkan, mengembangkan dan 
melestarikan lingkungan alam daerah, meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai 
dengan keadaan perekonomian daerah, meningkatkan 
penguasaan daerah, meningkatkan wawasan dan/atau 
kemampuan wirausaha dan mewujudkan wajib belajar 12 
(dua belas) tahun, telah dibentuk Peraturan Daerah tentang 
Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara sebagai 
pedoman agar terpenuhinya materi dan tingkat kompetensi 
minimal untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri 
khas daerah.  

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah 
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana 
dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/002843 tanggal 26 
Pebruari 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
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Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 12 
Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2013, 
Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20 
Tahun 2013, dengan klarifikasi pada Pasal 21. 

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa 
Tengah tersebut dan menyesuaikan ketentuan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 
tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, sehingga perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 Pasal I 
  Cukup jelas. 

Pasal II 
  Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 197 

 
 




